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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR =3 TLHDN 2011

TENTANG

FPEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentvan Pasal 17 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Bupati segera
menindaklanjuti atas laporan hasil pemeriksaan kewvangan, laporan
hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan
tejuan tertentu yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

. bahwa untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel perlu pedoman
sebagai tindak lanjut dari hasil pemerikszan Badan Pemeriksa
Keuangan;

bahwa atas dasar pertimbangan schagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b di atas, maka Pedoman Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan
tersebul perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
{Berita Negara Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan

Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran MNegara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negars (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ientang Pemeriksaan
Pengelolsan dan Tanggungjawab Kevangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahuen 2004 MNomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2[!{!4
Momor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) schagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keduz Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 45844);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
MNomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahum 2005 tentang Pengelolaan
Kevangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintah Daerah
(Léembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten / Kota (Lembaran
Negars Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolazn Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
‘Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspekiorat Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Daergh Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);

- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektoral Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2009 Nomor 43).



MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TINDAK LANIUT

HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PADA
PEMERINTAH KABUFATEN BEKASI.

BAR1
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Datam Peraturan Bupali ini, yang dimaksod dengan :

10,

17T

17,

Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

Pemerintah Dgerah adalab Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penvelenggara
Pemenntah Daerah.

Bupati adalah Bupati Bekasi.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bekasi,

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi,
Inspektorat adalah Inspektoral Kabupaten Bekasi

Inspekiur adalah Inspekiur Kabupaten Bekasi.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjuinya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat
Dacrah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Badan Pemerikss Keuangan Republik Indonesia vang selanjuinyva disebut BPK RI adalah
Badan Pemerniksa Kenangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK RE meliputi pemeriksaan kevangan, pemeriksaan Kinerja, dan
pemeriksazn dengan mujean ferienty,

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan vang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK R1.

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bekasi vang
selanjetnya discbut Tim TLHP BPK Rl adalah Tim yang dibeniuk oleh Bupati untuk
melaksarakan TLHP BPK-RL



BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah
Daerah dalam menindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RL

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan
BPK Rl dapat dilaksanakan secara efekuf, efisien, dan akuntabel meliputi koordinasi
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan TLHP BPK R1

BAB II1
RUANG LINGKUP

Pazal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan TLHP
BPK RI, meliputi :

pemeriksaan keuangan;
pemeriksaan Kinerja; dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu,

SR

BABIV
SISTEMATIKA

Pasal 5

{1) Sistematika Pedoman TLHP imi meliputi :

I.  Pendahuluan

IL  Maksud dan Tujuan

III. Ruang Lingkup

IV. TLHP BFK RI

V. Tim TLHP BFK RI

V1. Pelaporan Tim TLHP BPK RI




(2) Isi. muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran | dan I, sebagai bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal &

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenal teknis
pelaksannannya, ditetapkan oleh Penanggung Jawab TLHP BPK RI, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada wanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat

pada tanggal
BUPATI BEKASI
od
H. SA'DUDDIN
Diundangkan di Cikarang Pusat
_Pada tanggal .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

1id
H. DADANG MULY ADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 33

Salinan segiyai dengan aslinyva,
4 KEPALA IAN HUKUM

DEDDY ROHENDI



LAMPIRANT PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR
TANGGAL :
PERIHAL : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL

PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN PADA PEMERINTAH

KABUFATEN BEKASL

PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran
pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah :dan
masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan
pembangunan di Daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan
masyarakat terhadap Kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menvelenggarakan
tata kepemerintahan vang baik (good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut,
perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif. efisien, dan akuntabel.

Pengawasan sebagai svatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari
mulai perencanaan pengawasan sampai  dengan  hasil pengawasan  selesai
ditindaklajuti. Untuk mencapai hasil pengawasan vang optimal, maka setiap temuan
hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan OPD
secara konsisten dan bertanggungjawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
merupakan bagian dari upaye perbaikan manajemen pemerintahan, Adapun
penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan
Pemerintah Daerah.

Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan BPK Rl telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2006 temtang Badan
Pemeriksa Kevangan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap
pejabal vang diperiksa dan/atau vang bertanggungjawab wajib memberikan jawaban
#tau penjelasan kepada BPK Rl tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP
BPK Rl, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam
kenyvataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan s#cara opltimal,

Hasil setiap pemeriksaan vang dilakukan oleh BPK Rl disusun dan disajikan
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) scgera setelah kegiatan pemeriksaan selesai,
Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan
menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan
tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan,

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK Rl disampaikan kepada DPRD sesuai
dengan kewcnangannya vang ditindaklanjuri, antara lain dengan membahasnya
bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan
juga disampaikan oleh BPK Rl kepadz Pemerintah Dacrah. Dalam hal laporan hasil
pemeriksasan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemerintah Daerah
untuk melakukan koreksi dan penvesuaian vang diperlukan, sehingga laporan
keuangan vang telah dipeniksa (endited finacial statements) mémual koreksi dimaksud
sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rékomendasi BPK RI, dan diberi
kKesempatan uniuk menanggapi temuan $erta kesimpulan vang dikemukakan dalam
LHP BPK RL Tanggapzn dimaksud disertakan dalam LHP BPK Rl yang disampaikan
kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindzk lanjut
hasil pemeriksaan BPK Rl guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI
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IV,

MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Tinduk lanjut Hasil Pemriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Bekasi
dimaksudkan untuk memberikan acwan bagt  Pemerintah  Dacrah  dalam
menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RIL

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BEK RI pada Pemerintah Kabupalen Bekas:
Bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sccara efektf. efisien,
dan akuntabel, meliputi koordinasi peréncanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
pelaporan TLHF BFK RL

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah
Kabupaten Bekasi mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK R,
vaiu ;

1. Pemeriksaan Kevangan
{Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI akan menhasilkan opini);
2. Pemeriksaan Kinerja
(faporan hasi]l pemeriksaan kinerja BPK Rl akan menghasilakn temuan.
kesimpulam, dan rekomendasi); dan
Pemeriksan dengan Tujuan Tertentu
{(Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, BPK Rl akan menghasilkan
kesimpulan).

Lad

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan oleh BPK Rl kepada Bupati dan
DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspekiorat, untuk selanjutnya, Tim
TLHF BPK Rl vang dibeniuk oleh Bupati menindaklanjuii LHP BPK RI dengan batas
waktu paling tambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

TIM TLHP BPK RI

Untuk melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh (DPRD)
Kabupaten Bekasi, dalam menindakiznjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada
Pemerintah Kabupaten Bekasi, yvang tidak dimintakan penjelasan dan/atan tidak
dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Bekasi kepada Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dibentuk TIM TLHP BPK Rl
pada Pemerintah Kabapaien Bekasi,

Susunan personalia Tim TLHP BPK RI, terdiri atas :

I. Wakil Bupati Bekasi selsku Pensngpungjawab Tim TLHF BPFK Rl
mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK RI setelah diterimanya LHP BPK RL

| ¥

Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK Rl setelah menerima LHP BPK Rl

berkoordinasi dengan Penanggungjawab untuk |

a. mempelajart dan mengidentifikasi kondisi, kritéria, dan rekomendasi atas LHP
BPK RI sclanjutnye menverahkan bahan TEHP kepada OPD sebagai anggota
Tim;

b. menyusun/membual Rencana Aksi TLHP BPK RI; dan

¢, mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK Rl dan membuat kesepakatan

sniiils e mamrralarmaras TT D DO BT dalames srrnlria L0 fnsnms scalobh haal lhalos das



V1.

3. Angpola : ota TIM

Kepala OFD selaku Anggota Tim TLHP BPK RI seiclah menerima bahan TLHP

BPK Rl dari Sekretaris Tim TLHP BPK R, bertugas

2. melaksanskan kescpakatan mengenai wakto penyelesaian TLHP BPK RI dan
mempelajan kondist, kriteria dan rekomdasi vang disampaikan oleh Sekretaris:
dan

b. menindaklanjuti dengan membuat [ melengkapi /| memperianggung jawal:-kaq
dan / atau menvetorkan uveng ke Kas Daerah dam / atzn Kas Negara sesual

dengan rekomendasi BPK RL

PELAPORAN TLHP BPK Rl

OPD yang menindaklanjuti temusn LHP BPK RI melaporkan pelaksanaan
tindaklanjut LHP kepada BPK Rl dan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, sedangkan tembusannva disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur
selaku Sckretaris Tim TLHP BPK RILL

Penanggungjawab Tim TLHP BPK R! melaporkan perkembangan hasii kerja tim
kepada Bupati dan DPRD paling sedikit tiap 6 (enam) bulan,
BUPATI BEKASI

tid

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal

SERRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

" ud

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 33

Salinan sesugf dengan aslinya,
4 KEPALA HYGIAN HUKUM

DEDDY ROHENDI
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LAMPIRAN [l PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR
TANGGAL

PERIHAL

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL

PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN PADA
KABUPATEN BEKASL

PEMERINT AH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

PADA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TIM TLHP BPK RI BFK KI
BUPATI DPFRD Perwakilan
Anggota Sekretaris Penanggung Provinsi Jawa
{ OPD) ( Inspektur ) jawab Barar
{ WABLP)
Laporan Mula
™ | | Hasil
Pemeriksaan | Tembusan LHP disampaikan kepada
| | Laporan Hasl
¥ ¥ : . | i
; A | Disampaikan kepads —— | Femeriksaan
Menetima babon | Mempelajari dan [
TLHE g tentifikasi
bondisg, kriteria: dan
# rekomendast atas
LHF BFE RI
Bzhan TLHP l Disampaikan kepada —
¥ ] I
Membual rencans M zdi
Melaksanakn cugiesnds
h:;;nk“:“ﬁ Aksi Timidak langut ‘ Niasikan Laporan Laparan
meenmenal waki thp LHP BPK Ri pelnksanaan Hasil Hasil
BPE RI dan { TLHEBPE R ) tugss dan Pemeriks | | | Pemeriks
mempelajarni kondisi, fungsi Tim s i
kriteria dan _ ' TLHF BPE |
komendasi vg belah | Rl
“impaikan oleh | || Measssialissskan |
Sakrotiisis seanal Rencana Aksi TLHP
“ M BFERIdan |
bid
R miembisal |
| Kesepalstan wakbi |
¥ penyelesaian dalam |
Senindaklanun dg “ﬂ;’ o0 brark
merbuns mebengkapy teri
mEmperinngIungawa !
bkan dan/ajau Konsultasi dengan
menyetorkan pung k2 |7 BRE RI Ll Tidak e A
kas Dperah/MNegara
sesnni dengnn
rekomendasi l Ya
TLHP BPK BRI Hasil ||| Melakukan koordinasi i
Rekonmendasi dg dengan DPRD datam | ! TE:'
PRI meninduk lanjuii hasil BEK R
pergawasan BRPE Bl
l | Hasil
| TLHP
: | Meizparkan * BPKRI
Melaparkan hasl hasil TLHP Hasil . E |
TLHP kepads BPE , BPE RI Tipe e——
i kepadaDPRD | Hlasil TLHE ®  kepada BPK Rl |
mizlalal BER R Bupati untuk
penangungiawsab dan | disznpaidan
sekretnris im kenada BFK | SR RE AL




PROSEDUR

Jangka wakiu
No. Prosedus penyvelesaian sejak
berkas diterima
1 | BPK RI menvampaikan Laporan hasil Pemeriksaan S:Iamhm—lamham}ra_ 2
! kepada DPRD Kabupaten Bekasi dan Bupati Bekasi | bulan setelah menerima
' dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten | Laporan Keuangan dan
Bekasi Pemerintah  Kabupaten
Bekasi
2 | Sekretaris mempelajari  dan  mengidentifikasi 5 Hari
; kondisi, knteria dan rekomendasi atas LHP BPEK RI
' 3 | Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut 5 Hari
LHP BPK Rl { TLHP BPK RI1 )
4 | Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP
BPK Rl dan membuat Kkesepakatan wakiu - Hari
penyelesaian TLHF BPK RI dalam kvrun waktu 60
hari kalender
5 | Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan
' mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan 10 Hari
mempelajari kondisi, kriteria. dan rekomendasi vang
telah disampaikan oleh Sckretaris sesuai bidang
lugasnya
6 | Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP
BPK Rl yang telah dilaksanakan sebagai bahan 5 Hari
laporan
7 | Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD
Kabupaten Bekasi dalam menindaklanjuti  hasil 5 Hari
pengawasan BPK Rl
5 |Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan
membuat/melengkapy/mempertanggungjawabkan
dan/alau menyetorkan ke Kas Daerah dan /atzu ke 15 Hari
Kas Negara sesuai dengan rekomdasi BPK RI
9 | Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada |
BPK Rl dan DPRD Kabupaten Bckasi mclalui 5 Hari
Penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK
RI
10 | Penanggungjawab melaorkan hasil TLHP BPK RI 5 Hari
kepada Bupati Bekasi wnek disampaikan kepada
BPK Rl dan DPRD Kabupaten Bekasi
Jumiah 60 Hari




Formulir /| Dokomen Yang digunakan ;

. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Rl

2, Himpuran Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksasn BPK Rl Semestcran
pada Pemeriniah Kabupaten Bekasi

3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA’DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusal
Pada tanggal { Hopembar 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

fed
H. DABANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 33

a Salinan sesugh Pengan aslinya,

DEDDY ROHENDI



